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BAB III 

PROSES PENCALONAN DALAM PILKADA GUBERNUR 

JAKARTA TAHUN 2017 

 

A. KPU Provinsi DKI Jakarta  

Propinsi dengan areal tersempit tetapi merupakan propinsi yang 

terpenting di nusantara, karena di daerah yang terpadat penduduknya ini 

terletak ibukota negara republik Indonesia.
1
 Daerah khusus ibukota Jakarta 

(DKI Jakarta, Jakarta raya) adalah Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kota 

ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang memiliki status setingkat 

provinsi. Jakarta terletak dibagian barat laut pulau jawa. Dahulu sebelum 

1527, Jakarta pernah dikenal dengan nama Sunda Kelapa atau Palapa. 

Kemudian pada tahun 1527-1619 Jakarta dikenal dengan sebutan Jayakarta. 

Pada tahun 1619-1942 Jakarta dikenal dengan nama Batavia. Pada tahun 

1942-1972 Jakarta dikenal dengan sebutan DJakarta.
2
 

DKI Jakarta merupakan daerah multi etnik. Jakarta dihuni oleh berbagai 

bangsa dan suku bangsa yang datang dari berbagai pelosok nusantara maupun 

di luar negeri. Kebhineka tunggal ikaan Bangsa Indonesia tercermin di kota ini 

dari beraneka ragam suku bangsa dan seni budayanya.
 3

 Komposis etnis di 

                                                           
1
 Ensiklopediseri Indonesia Geografi Edisi Terbaru : Indonesia , (T.Tp: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1999), 108 
2
 Morena Cindo, Ensiklopedia Geografi : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, 

Jawa Timur, Riau,(Jakarta : Ghina Walafafa, 2012), 2 
3
 Ensiklopedi Seri Indonesia Geografi Edisi Terbaru : Indonesia , (T.Tp: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1999), 109 
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tingkat kecamatan lebih banyak dihuni oleh Suku Jawa daripada Betawi.
4
 

Penduduk Jakarta dapat diperkirakan 8.222.515 penduduk.
 
Sebagian besar 

penduduk Jakarta merupakan pemeluk agama Islam. 
5
 

Jakarta adalah tempat kedudukan pusat pemerintaahan Negara Republik 

Indonesia, juga tempat kedudukan pemimpin negara, lembaga tinggi dan 

tertinggi negara, badan –badan pemerintah serta badan perwakilan luar negeri. 

Selain itu kota ini pun menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, industri, 

perdagangan, serta pertahanan dan keamanan. Daerah khusus yang lahir 22 

juni 1527 ini adalah daerah otonom tingkat I atau propinsi.
 6

 Pemerintahan 

daerah dikepalai oleh kepala daerah.
7
 Kepala daerah pada tingkat I atau 

provinsi adalah Gubernur.
8
  

Agar semua kebijakan dapat dijalankan dengan baik, maka 

diperlukannya rakyat yang mendukungnya. Oleh karena itu, seorang 

pemimpin harus dipilih berdasarkan suara rakyat sehingga diadakan pemilu 

salah satunya pilkada. Agar masyarakat tidak salah pilih dalam pilkada serta 

pilkada dapat berjalan lancar, maka dibutuhkan lembaga yang dapat mengatur 

jalannya pilkada dan menyeleksi calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai 

aturan yang berlaku. Lembaga ini disebut dengan KPU. Penyeleksian calon 

pemimpin ini diharapkan dapat membantu rakyat memilih pemimpin yang 

baik dan sesuai dengan syarat yang tercantum dalam aturan yang berlaku.    

                                                           
4
 Tim Litbang, Peta Politik Pemilihan Umum1999-2004, (Jakarta ; Buku Kompas, 2004),211 

5
 Ensiklopedi Seri Indonesia Geografi Edisi Terbaru : Indonesia , (T.Tp: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1999), 109 
6
 Ibid., 112 

7
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia : Edisi Ketiga, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 2005), 545. 
8
 Alex, Kamus Saku Bahasa Indonesia, T.T: Tamer Press, 2013), 169.  
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Berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden, menerangkan bahwa Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam menjalankan tugasnya 

dilakukan secara berkesinambungan serta bebas dari pengaruh pihak mana pun 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Wewenang dan 

kewajiban KPU diatur dalam pasal 8 UU No. 15 Tahun 2011.  KPU yang 

menyelenggarakan di provinsi adalah KPU Privinsi yang diatur dalam Pasal 9 

UU No.15 Tahun 2011. 
9
 Proses pemilihan meliputi tahab sebelum 

pemungutan suara, tahab pemungutan suara, dan tahab setelah berlangsungnya 

pemungutan suara. 
10

 dalam pemilihan gubernur KPU yang menyelenggarakan 

adalah KPU Provinsi DKI. 

KPU Provinsi DKI Jakarta merupakan Lembaga penyelenggara pilgub 

DKI Jakarta tahun 2017. KPU Provinsi merupakan lembaga penyelenggara 

pemilihan umum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang 

- undang. KPU Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga penyelenggara 

pemilihan umum yang beralamat di jalan Salemba Raya No.15, Paseban, 

Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10440, Indonesia. 

 

                                                           
9
 Roni Wiyanto, Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, (Bandung : Mandar Maju, 

2014), 14 
10

 Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang : Setara Press, 

2015), 315.  
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Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas 

kewenangan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 

1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, yang 

menjelaskan bahwa:  

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum. 

2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak 

sebagai peserta pemilihan umum. 

3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI 

dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat 

pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut 

TPS. 

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk 

setiap daerah pemilihan. 

5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah 

pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II. 

6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil 

pemilihan umum;  

7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.  

Visi KPU Provinsi DKI Jakarta adalah terwujudnya Komisi Pemilihan 

Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, 
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profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi 

Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Misi KPU Provinsi 

DKI Jakarta adalah:  

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan 

Pemilihan Umum. 

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 

akuntabel, edukatif dan beradab. 

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, 

efisien dan efektif. 

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara 

adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara 

konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 

Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang 

demokratis. 

Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Sekretariat KPU Provinsi DKI 

Jakarta, yaitu : 
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a. Bagian program, data, organisasi dan sumber daya manusia mempunyai 

tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan 

sumber daya manusia. Tugas bagian program, data, organisasi dan sumber 

daya manusia menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyiapan program dan pengelolaan data. 

2) Penataan organisasi dan sumber daya manusia. 

Bagian program, data, organisasi dan sumber daya manusia, terdiri atas: 

1) Sub bagian program dan data.  

Sub bagian program dan data mempunyai tugas mengumpulkan dan 

mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi 

program. 

2) Sub bagian organisasi dan sumber daya manusia 

Subbagian organisasi dan sumber daya manusia mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber 

daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, 

organisasi, dan tata laksana . 

b. Bagian keuangan, umum dan logistik mempunyai tugas menyiapkan 

penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum 

dan logistik. Tugas bagian keuangan, umum dan logistik 

menyelenggarakan fungsi: 
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1) Perencanaan dan pengelolaan keuangan 

2) Pelaksanaan urusan umum dan logistic 

Bagian keuangan, umum dan logistik terdiri atas: 

1) Sub bagian keuangan  

Sub bagian keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah 

bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan 

keuangan, serta perbendaharaan. 

2) Sub bagian umum dan logistik 

Sub bagian umum dan logistik mempunyai tugas pelaksanaan urusan 

tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik 

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi 

Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

c. Bagian hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat mempunyai 

tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan 

partisipasi masyarakat. Tugas bagian hukum, teknis dan hubungan 

partisipasi masyarakat, menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, 

sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, 
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dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan 

bantuan hukum. 

2) Penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan 

perhitungan suara, penetapan hasil pemilu dan penggantian antar 

waktu anggota dprd provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta 

pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil pemilu anggota dprd 

provinsi, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Bagian hukum, teknis dan hubungan partisipasi masyarakat, terdiri atas: 

1) Sub bagian hukum. 

Sub bagian hukum mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, 

verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye 

peserta pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa dan bantuan 

hukum. 

2)  sub bagian teknis dan hubungan partisipasi masyarakat 

Sub bagian teknis dan hubungan partisipasi masyarakat mempunyai 

tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, 

pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan 

penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, pengisian anggota 

DPRD Provinsi pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan 

pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD 

Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta 
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melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan 

fasilitas pemantau Pemilu.
11

 

B. Proses Pencalonan dalam Pilkada Gubernur Jakarta Tahun 2017 

Terdapat beberapa istilah untuk menyebut cara pengisian jabatan di 

pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari otonomi daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 

Pengisian Jabatan Kepala Daerah menggunakan istilah pemilihan kepala 

daerah atau yang dikenal dengan sebutan ―pilkada‖.
12

   Pemilihan kepala 

daerah secara langsung oleh rakyat merupakan upaya untuk meningkatkan 

aspek akuntabilitas bupati, gubernur, dan walikota kepada rakyat.
 13

 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik gubernur, bupati, maupun 

walikota secara langsung adalah salah satu mekanisme yang dianggap 

demokratis untuk memilih kepala daerah. Itulah kebijakan hukum (legal 

policy) dalam rangka untui memperkokoh kedudukan kepala daerah yang 

memperoleh legistimasi yang luas dari rakyat. Dalam aspek normatif legal 

policy pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut mensyaratkan harus 

tersedianya aturan main (rule of game) yang berisi mekanisme dan prosedur 

yang rinci serta sanksi dan penegak hukum yang baik, juga dalam aspekkultur 

perlu kesiapan dan kesadaran politik yang baik dari penyelenggara, kontestan 

(calon), dan pemilih. Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting dipenuhi 

                                                           
11

 ―Tentang KPU‖, dalam https://kpujakarta.go.id/tentang_kpu/ ( 5 Januari 2017) 
12

 Heru Widodo, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi, 

(Jakarta : Sinar Grafika, 2015),12 
13

 Ibid., 12.  

https://kpujakarta.go.id/tentang_kpu/
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agar tujuan pemilihan kepala daerah secara langsung dapat mencapai sasaran 

yang ideal. Untuk itu, demi menjamin terwujudnya pemilihan kepala daerah 

secara langsung yang benar-benar sesuai dengan kaidah demokrasi, 

pelaksanaannya harus dilakukan dengan system yang mendasar pada prinsip 

free and fair melalui sistem yang baik dan integratif.
14

       

dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang 

penyelenggara pemilu, mekanisme pengisian jabatan dengan pilkada bukan 

lagi menjadi bagian dari otonomi daerah, tetapi menjadi bagian dari pemilu, 

yang penyelenggaraannya di bawah koordinasi KPU secara nasional. Istilah 

pilkada pun ikut berubah menjadi pemilihan umum kepala daerah atau disebut 

pemilukada.
15

 

Pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak 

lagi menggunakan istilah pemilihan umum kepala daerah atau pemilukada, 

tetapi ―pemilihan gubernur, pemilihan bupati, atau pemilihan walikota‖. 

Dengan demikian halnya yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang daya 

berlakunya hanya satu hari, serta merta dicabut oleh Perpu Nomor 1 Tahun 

2014, meskipun tata cara pemilihannya tidak lagi secara langsung, namun 

istilah yang digunakan sama. 
16

 

                                                           
14

 Ibid., V.  
15

 Ibid., 12-13 
16

 Ibid., 13 
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Istilah yang sama kembali digunakan dalam Undang—Undang Nomor 

8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Undang—Undang 

Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah kembali ditetapkan dengan 

berpasangan. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokrasi. 

Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17

 

1. Proses Pencalonan Gubernur merupakan proses yang harus dijalani 

sebelum sampai pada proses pemilihan kepala daerah secara langsung 

yang dilaksanakan oleh  masyarakat. 

2. Pilkada Gubernur merupakan pemilihan kepala daerah (gubernur) secara 

langsung. Pemilihan ini adalah salah satu mekanisme yang diangggap 

demokratis untuk memilih kepala daerah.
18

 

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan 

rakyat diwilayah provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur secara 

langsung dan demokratis. Dalam proses pemilu, KPU berperan penting dalam 

mengatur jalannya pemilu salah satunya mengatur jalannya Pilgub DKI 

Jakarta tahun 2017. Dalam proses pemilu terdiri dari beberapa tahab salah 

satunya tahab pencalonan.  

                                                           
17

 Ibid., 13 
18

 Ibid., V. 
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Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah warga 

Negara republic Indonesia yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU 

Provinsi untuk mengikuti pemilu. Jadi, peserta pemilihan terdiri dari dua 

macam yaitu calon perseorangan dan calon yang diusulkan partai politik atau 

gabungan partai politik.
19

 Dasar hukum yang dipakai dalam proses Pilgub 

Jakarta tahun 2017 adalah peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) tahun 

2016. PKPU tahun 2016 berisi tentang tahab-tahab, pemutahiran data pemilih, 

pencalonan, kampanye, dan dana kampanye.
20

 

1. Proses pencalonan bakal pasangan calon perseorangan  

Proses pencalonan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 

tahun 2017 dimulai dengan KPU provinsi mengumumkan jadwal 

penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebelum 

masa penyerahan dokumen dukungan. Pengumuman ini dilakukan 

melalui media masa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman 

dan/atau laman KPU provinsi. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen 

dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari. Pengumuman ini 

mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan pasangan 

calon perseorangan dan persebarannya, tempat dan waktu penyerahan 

dokumen dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi, 

                                                           
19

 Slamet Setidjoadji, wawancara, Surabaya, 21 Juli 2017. 
20

 Slamet Setidjoadji, wawancara, Surabaya, 21 Juli 2017. 
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dan waktu penyerahan dokumen dukungan pasangan calon 

perseorangan.
21

  

Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri 

fotocopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan 

oleh dinas kependudukan dan catatan sipil  serta rekapitulasi jumlah 

dukungan. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal colon 

perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara 

perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif  

per desa atau kelurahan.
22

 Persyaratan pencalonan berupa jumlah 

dukungan bagi calon perseorangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur adalah: 

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar 

pemilihan tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai 

dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 

10% (sepuluh persen); 

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar 

pemilihan tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 

2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) 

jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah 

persen); 

                                                           
21

 Pasal 12 ayat 1 – 4 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. 
22

 Pasal 14 ayat 1 dan 8 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. 
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c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar 

pemilihan tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 

6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas 

juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah 

persen); atau 

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar 

pemilihan tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 

6,5% (enam setengah persen). 

Bakal pasangan calon perorangan menyerahkan surat pernyataan 

dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk softcopy dan 

hardcopy. Dokumen dalam bentuk softcopy merupakan dokumen dukungan 

yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah 

pada sistem sistem informasi pencalonan. Sedangkan penyerahan lampiran 

dokumen dukungan berupa fotocopi identitas kependudukan dalam bentuk 

hardcopy. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau 

kelurahan. Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dibuat lalu 

diserahkan kepada KPU Provinsi dalam 3 rangkap yaitu 1 (satu) rangkap asli 

dan 2 (dua) rangkap salinan. Setelah 2 (dua) rangkap salinan memperoleh 

pengesahan KPU Provinsi dengan membubuhkan paraf dan cap basah, salinan 

itu akan diberikan KPU Provinsi kepada PPS melalui PPK dan arsip bakal 
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pasangan calon.
23

 Panitia pemungutan suara (PPS) adalah panitia yang 

dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat 

desa atau kelurahan. Panitia pemilihan kecamatan (PPK) adalah panitia yang 

dibentuk KPU kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat 

kecamatan.  

Verifikasi terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon 

perseorangan, terdiri dari verifikasi jumlah minimal dukungan dan 

persebarannya, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual.
24

 Jika jumlah 

dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi 

jumlah minimal dukungan dan persebaran, maka KPU Provinsi menerima 

dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan 

penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan 

verifikasi administrasi. KPU Provinsi menyusun berita acara dan 

mengembalikan dokumen dukungan kepada bakal pasangan calon untuk 

diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan, Jika jumlah dukungan 

dan persebarannnya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah 

minimal dukungan dan bersebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan. Jika 

bakal pasangan calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan 

persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan, maka KPU 

Provinsi akan menerbitkan keputusan penetapan bakal pasangan calon tidak 

                                                           
23

 Pasal 15 ayat 1-5 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
24

 Pasal 16 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
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memenuhi syarat.
25

 KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi dengan 

cara :
26

 

a. Mencocokkan kesesuaian nomor induk kependudukan, nama, jenis 

kelamin, tempat dan tanggal lahir serta alamat pendukung pada formulir 

dengan fotocopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang 

diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.  

b. Verifikasi kesesuaian antara formulir dengan daftar pemilihan tetap pada 

pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial 

pemilih pemilihan.  

c. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah 

pemilihan.   

d. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen pendukung 

e. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi 

PPS  

f. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat 

untuk pendukung dan/atau status perkawinan. 

g. Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap bakal calon 

pasangan perseorangan. 

                                                           
25

 Pasal 17 ayat 2,3 dan 4 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
26

 Pasal 20 ayat 1 dan 2 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
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KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi administrasi dalam berita 

acara yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli untuk bakal pasangan calon, PPL 

melalui Bawaslu Provinsi, dan arsip KPU Provinsi.
27

 

Dukungan ganda terhadap bakal calon terjadi apabila 1 (satu) orang 

memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan 

calon perseorangan serta 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih 

dari 1 (satu) bakal pasangan calon. Jika ditemukan dukungan ganda maka 

akan di tindak lanjuti dengan verifikasi factual oleh PPS. KPU Provinsi 

menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam berita acara , lalu 

disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan, KPU Kabupaten, dan 

PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda. 
28

  

KPU Provinsi menyampaikan dokumen dukungan bakal pasanagan 

calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS 

melalui KPU Kabupaten dan PPK. 
29

 Berdasarkan hasil verifikasi 

administrasi, PPS melakukan verifikasi factual untuk membuktikan kebenaran 

dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan. Dalam pelaksanaan 

                                                           
27

 Pasal 20 ayat 11 dan 12 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
28

 Pasal 20B ayat 1-5 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
29

 Pasal 2c ayat 1 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
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verifikasi factual, PPS dapat mengankat petugas meneliti dari Rukun Tetangga 

(RT)/ Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
30

 

PPS melakukan verifikasi factual dengan cara mendatangi setiap 

tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat 

administrative untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan 

dukungannya kepada bakal pasangan calon. PPS dan /atau petugas verifikasi 

factual wajib meminta kepala desa atau lurah setempat untuk mendatangani 

formulir dan membubuhkan cap/ stempel desa atau kelurahan di atas tanda 

tangan. PPS dan/atau petugas verifikasi factual wajib mendokumentasikan 

kegiatan verifikasi factual. 
31

 PPS wajib menuangkan hasil verifikasi factual 

dalam berita acara yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk setiap bakal 

pasangan calon, PPK, KPU Kabupaten melalui PPK, PPL, dan arsip PPS.
32

 

PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil 

verifikasi factual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

menerima berita acara dari PPS. Rapat pleno dihadiri oleh bakal pasangan 

calon atau tim penghubung, panwas kecamatan dan PPS. Hasil rekapitulasi 

jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara lalu dibuat rangkap 4 (empat) 

                                                           
30

 Pasal 22 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
31

 Pasal 23 ayat 1,9, dan 10 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
32

 Pasal 25 ayat 2 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

118 
 

untuk setiap bakal pasangan calon, KPU Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan 

arsip PPK.
33

 

KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi 

dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di 

wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara 

dari PPK. Rapat pleno ini dihadiri oleh bakal pasangan calon dan tim 

penghubung, panwas Kabupaten, dan PPK. Hasil rekapitulasi jumlah 

dukungan dituangkan dalam berita acara dan dibuat dalam rangkap 4 

(empat)untuk setiap bakal pasangan calon, KPU Provinsi, Panwas Kabupaten, 

dan arsip KPU Kabupaten.
34

  

KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi 

dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU 

Kabupaten di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima 

berita acara dari KPU Kabupaten. Rapat pleno ini dihadiri oleh bakal 

pasangan calon dan tim penghubung, Bawaslu Privinsi, dan KPU Kabupaten. 

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara dan dibuat 

dalam rangkap 3 (tiga) untuk setiap bakal pasangan calon, Bawaslu Privinsi, 

dan arsip KPU Provinsi.
35

 

                                                           
33

 Pasal 26 dan 27 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
34

 Pasal 28-29 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
35

 Pasal 30-31 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
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Pada tahun ini, tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang 

lolos dalam pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur disebabkan oleh 

kurang lengkapnya persyaratan yang dikumpulkan oleh calon kepada KPU 

DKI Jakarta.  

 

2. Proses pencalonan bakal pasangan calon partai politik atau politik gabungan 

KPU berkoordinasi dengan menteri untuk mendapatkan salinan keputusan 

terakhir tentang penetapan kepengurusan partai politik tingkat pusat sebelum 

masa pendaftaran calon. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir 

tentang penetapan kepengurusan partai politik tingkat pusat kepada KPU 

sesuai dengan permintaan KPU. KPU meminta salinan keputusan 

kepengurusan partai politik tingkat provinsi kepada pimpinan partai politik 

tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran 

pasangan calon. Pimpinan partai politik tingkat pusat menyampaikan salinan 

keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi kepada KPU sesuai 

dengan permintaan KPU. KPU menyampaikan salinan keputusan menteri 

dan salinan keputusan pimpinan partai politiktingkat pusat kepada KPU 

Provinsi sebelum masa pendaftaran pasangan calon. Keputusan tentang 

kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat 

kabupaten menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dalam penerimaan 

pendaftarn bakal pasangan calon.
36

  

                                                           
36

 Pasal 34-35 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

120 
 

 

KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon 

melalui media masa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU 

Provinsisesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 

komisi pemilihan umum tentang tahapan, program dan jadwal 

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan 

mencantumkan keputusan KPU Provinsi, waktu penyerahan dokumen 

dukungan, dan tempat penyerahan.
37

  

Partai politik atau gabungan politik tingkat provinsi mendaftarkan 

bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi 

selama masa pendaftaran. Pendaftaran bakal pasangan calon yang telah 

disetujui partai politik atau gabungan partai politiktingkat pusat dapat 

dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat.
38

 

Dalam mendaftar bakal calon, partai politik atau gabungan partai politik 

wajib memenuhi: 

a. Syarat  memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 

kursi dewan perwakilan rakyat daerah atau 25% (dua puluh lima 

persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir.
39

 

                                                           
37

 Pasal 37 ayat 1 dan 2 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
38

 Pasal 38 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
39

 Pasal 5 ayat 2 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
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b. Menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang 

persetujuan pasangan calon dan dokumen syarat calon.  

c. Menyertakan keputusan pengalihan kepengurusan partai politik tingkat 

provinsi. 

d. Menyertakan keputusan pemimpin partai politik tingkat pusat tentang 

kepengurusan partai politik tingkat provinsi. 

e. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar partai politik yang 

bergabung untuk mengusulkan pasangan calon.  

f. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara partai politik atau 

gabungan partai politik dengan pasangan calon untuk mengikuti proses 

pemilihan.
40

  

 

Bakal pasangan calon juga harus mengumpulkan fotocopi kartu nomor 

pokok wajib pajak (NPWP) atas nama calon, daftar riwayat hidup yang 

dibuat dan ditanda tangani oleh calon dan pimpinan partai politik atau para 

pimpinan gabungan partai politik bagi calon yang diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik, dan ditanda tangani oleh bakal calon 

bagi calon perseorangan, fotocopi kartu tanda penduduk, fotocopi ijazah 

atau surat tanda tamat belajar (STTB), yang telah dilegalisir oleh instansi 

yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon, naskah visi, 

misi, dan program pasangan calon mengacu pada rencana pembangunan 

                                                           
40

 Pasal 38 PKPU PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
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jangka panjang (RPJP) Daerah yang ditanda tangani pasangan calon, daftar 

tim kampanye tingkat provinsi, pas foto terbaru masing-masing calon.
41

  

Komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menerima 

pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki 

Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung oleh PDIP pada 

hari rabu tanggal 21 september 2016  di kantor KPU Jakarta yang 

bertempatan di jalan salemba raya no.15 Jakarta pusat dengan menyerahkan 

berkas-berkas.
42

 Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Agus 

Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang diusung oleh partai 

demokrat, partai kebangkitan bangsa (PKB), partai persatuan 

pembangunan(PPP), dan partai amanat nasional (PAN) mendaftar ke kantor 

KPU DKI Jakarta pada hari jumat tanggal 23 september 2016 pukul 19.20.
43

  

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan dan 

Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) pada tanggal 23 September 2016 pukul 21.00 mendaftar ke 

kantor KPU DKI Jakarta. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 

merupakan bakal calon terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU DKI 

Jakarta. KPU DKI Jakarta memeriksa satu per satu berkas-berkas 

persyaratan pencalonan sementara, persyaratan pencalonan akan dilakukan 

verifikasi. Demikian KPU DKI Jakarta telah menerima tiga pasangan bakal 

                                                           
41

 Pasal 42 ayat 1 huruf o-w PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
42

 KPU Jakarta, ―Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat Daftar Pencalonan‖, dalam 

www.kpujakarta.go.id, ( 5 Januari 2017) 
43

 KPU Jakarta, ―Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murti Mendaftar Ke Kantor KPU DKI 

Jakarta‖, dalam www.kpujakarta.go.id, ( 5 Januari 2017) 
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calon yang akan mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI 

Jakarta tahun 2017 yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, 

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, serta Anies Baswedan dan 

Sandiaga Uno.
44

 

Dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon, KPU Provinsi 

bertugas:
45

 

a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon 

yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau 

perseorangan.  

b. Meneliti pemenuhan persyaratan. 

c. Meneliti keabsahan dokumen. 

d. Berdasarkan haasil verifikasi, KPU Provinsi mencatat penerimaan 

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang 

diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik menggunakan 

tanda terima pendaftaran yang berisi: 

1) Nama partai politik atau gabungan partai politik yang 

mendaftarkan bakal pasangan calon. 

2) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat 

pusat dan/atau keputusan partai politik tingkat Provinsi. 

3) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat 

pusat tentang persetujuan bakal pasangan calon yang diusulkan 

                                                           
44

 KPU Jakarta, ― Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Mendaftar Ke Kantor KPU DKI Jakarta‖, 

dalam  www.kpujakarta.go.id ( 5 Januari 2017) 
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 Pasal 39 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
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oleh pengurus partai politik tingkat provinsi yang ditanda 

tangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau pimpinan 

partai politik tingkat pusat.  

4) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan 

pencalonan dan persyaratan calon. 

5) Alamat dan nomor telepon bakal calon , alamat dan nomor 

telepon kantor pimpinan partai politik atau masing-masing 

kantor pimpinan partai politik yang bergabung mendaftarkan 

bakal pasangan calon.   

e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan 

persebaran serta persyaratan bakal pasangan calon perseorangan. 

f. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Provinsi mencatat penerimaan 

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan 

menggunakan tanda terima pendaftaran formulir yang berisi: 

1) Nama lengkap bakal calon  

2) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan 

pencalonan dan persyaratan calon. 

3) Alamat dan nomor telepon bakal calon.  

4) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan 

dan persyaratan calon. 

5) Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal 

calon. 
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g. Menerima daftar nama tim kampanye tingkat provinsi, kabupaten dan 

kecamatan.  

h. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, 

dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang di tunjuk 

oleh KPU Provinsi kepada bakal pasangan calon.   

 

KPU Provinsi berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia 

(Himpsi) tingkat Provinsi untuk menetapkan standar kemampuan sehat 

jasmani dan rohani, dan standar bebas penyalahgunaan narkotika dengan 

keputusan KPU Provinsi serta menetapkan rumah sakit pemerintah yang 

dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan 

jasmani dengan keputusan KPU Provinsi. KPU Provinsi menyampaikan 

standar kemampuan jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan 

narkotika kepada rumah sakit pemerintahan sebagai rujukan dalam 

pemeriksaan kesehatan bakal calon. KPU Provinsi menyampaikan nama 

rumah sakit yang ditunjuk kepada pimpinan partai politik atau pimpinan 

gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon untuk 

melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas 

penyalahgunaan narkotika.
46

  

                                                           
46

 Pasal 46 ayat 1-3 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
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Pemeriksaan kesehatan calon di RSAL Mintoharjo mulai 24-25 

september 2016.
47

 Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan 

kesehatan bakal calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, 

rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Provinsi sebagai 

bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon. Hasil pemeriksaan 

kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan banding.
48

 

KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi kepada bakal pasangan 

calon dan partai politik atau gabungan partai politik dalam rapat pleno 

terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
49

 

KPU Provinsi DKI Jakarta menyerahkan hasil verifikasi persyaratan bakal 

calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dan hasil kesehatan 

kepadapaertai pendukung bakal pasangan calon pada hari sabtu tanggal 1 

oktober 2016 di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Ketua KPU Provinsi 

DKI Jakarta, Sumarno di damping seluruh anggota KPU DKI Jakarta dalam 

konferensi pers kepada awak media menjelaskan bahwa hasil kesehatan dan 

narkoba semua bakal pasangan calon memenuhi persyaratan kesehatan dan 

bebas narkoba. Sedangkan hasil verifikasi persyaratan bakal calon gubernur 

dan wakil gubernur DKI Jakarta terdapat beberapa berkas yang harus 

diperbaiki partai politik dan gabungan partai politik pengusung bakal 

                                                           
47

 KPU Jakarta, ―Basuki Tjahaja Purnama Dan Djarot Saiful Hidayat Daftar Pencalonan‖, dalam 

www.kpujakarta.go.id, ( 5 Januari 2017) 
48

 Pasal 46 ayat 4-5 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
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pasangan calon. Perbaikan hasil verifikasi tersebut harus diserahkan kepada 

KPU DKI Jakarta paling lambat tanggal 09 oktober 2016.
50

 

Pada tanggal 21 Oktober 2016 KPU Provinsi DKI Jakarta telah 

selesai melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan pasangan bakal 

calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Seluruh berkas telah 

dinyatakan lengkap dan sudah diserahkan kepada seluruh pasangan bakal 

calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. 
51

 

KPU Provinsi mengeluarkan keputusan No. 55/Kpts/KPU-Prov-

010/Tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 pada 

tanggal 24 Oktober 2016. Keputusan ini berisi : 

―Menetapkan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagai berikut : 

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta : Ir. Basuki Tjahaya Purnama, MM dan Drs. Djarot Saiful 

Hidayat, MS. Diusung oleh partai politik Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Golongan Karya, dan 

Partai Nasdem. 

b.  Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta : Agus Harimurti YudhoyoNo, M.Sc, MPA, MA dan Prof. Dr.Hj. 

                                                           
50

 KPU Jakarta, ―Penyerahan Hasil Verifikasi Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil 

Gubernur DKI Jakarta dan Hasil Kesehatan Kepada Partai Pendukung Bakal Pasangan Calon‖, 

dalam www.kpujakarta.go.id, ( 5 Januari 2017) 
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  KPU Jakarta, ―Penetapan dan Pengambilan Nomor urut‖, dalam www.kpujakarta.go.id, ( 5 

Januari 2017) 
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Sylviana Murni, Sh, M.Si. diusung oleh partai politik Partai Demokrat, 

Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai 

Amanat Nasional. 

c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta : Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Sandiaga Salahuddin Uno, 

MBA. Diusung oleh partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya dan 

Partai Keadilan Sejahtera‖ 

Kemudian KPU Provinsi mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor : 57 /KPTS/KPU-Prov-010/Tahun 2016 Tentang Penetapan 

Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 pada tanggal 25 

Oktober 2016, Keputusan ini berisi : 

―Menetapkan nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagai berikut : 

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta pada nomor urut 1 (satu) : Agus Harimurti YudhoyoNo, M.Sc, 

MPA, MA dan Prof. Dr.Hj. Sylviana Murni, Sh, M.Si. diusung oleh partai 

politik Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai 

Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. 

b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta pada nomor urut 2 (dua) : Ir. Basuki Tjahaya Purnama, MM dan 

Drs. Djarot Saiful Hidayat, MS. Diusung oleh partai politik Partai 
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Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai 

Golongan Karya, dan Partai Nasdem. 

c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta pada nomor urut 3 (tiga) : Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan 

Sandiaga Salahuddin Uno, MBA. Diusung oleh partai politik Partai 

Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 


